
BUPATI JBMBER
PROVINSI JAWA TIh/tUR

PERATURAN BUPATI JBMBBR
NOMOR L9 TAHUN 2O2I

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA KECAMATAN DI I(ABUPATtrN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

fVirirhimb.ang : a. bahwa untuk mewujudkan yang tepat
dan kembali

b. bahwa

sebagaimana dimaksud clalam
perlu rnenetapkan Perattrrqn B,upali

Susune,n Organisasi, Tugas dan Fungsi
Kabupaten .Jernber;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 rentang Pembentukan
Peraturan :Penindarrg'undangaq [Lembaran Negara Rppublik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik hld,onesia Nornor 5234), sebagairnana telah diubah
dengan Undang-Undang Noomr 15 Tahurr 2019 (Lemharan Negara
Republik Indonesia Tahun 2;Al9 Nomor 183, Tainbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20t4 tentang Aparetur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5a9al;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2}ttl tentang Pemerintahan
Daerah {Lernbar:an Ne.gara Republik Ind.onesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagalrriana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indone-sia Tahun 2015 Nomnr 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5679\;
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4, Perahtran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Ferangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2016 Nomor
LL4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5887), sebagairaana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Norpor 72 iFahun zALg (Lembaran Negara Republik trr,rdonesia

Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indqnesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang Pembinaan
da11 Pengawasqp PemefinJah Daerah (Lembaran Negar:a Republik
Indonesia Tahun 2OL7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonr"s'a Nomor 60a1);

6. PeraEuran Presiclen Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang'Undang Nomor t2 Tahun 2011
Pernbentukan Peraturan Perundan
Neggra Repubtik l'ndonesia Tahun

7. Peraturatr M,enteri Dalarn Negeri
2014 No

lentang
,diubahFe$berrtukan Produk Huktrln

dengan Perrituran
8. Per.atrrra$ M,enteri

Ped,O,mnn

Lembara

2'0118;

99 Tahun 2019 tg-ntan-g

Perangkat Daerah;
Jember Nornor 3 Tahnn 3016

dirn Susunan Perangkat Daerah
I(abupaten Jember Tahun 2A16 Nornor 3,

n Daerah Kabupaten Jember Nomor 3).

IVle.neiapkan

MTMUTUSI(AN :

FERATURIIN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

O,RGANISASI TUGAS DAN FUNSSI SERTA' TATA KERJA

KECAMATAN DI KABUPATEN JEMBER.

BAts I
KETENTTIAN .UIVIUM

Paeal 1

Dalarw,Perahrran Br.rpati ini yang dim'aksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jern.ber.

2" Bupati adalah.Bupati Jernber.
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3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Jember.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat
Daerah.

5. earnat adalah pemimpin dan koordinator penyetrenggaraan
pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yanq. d4*
peli&sanaan tugasnya mempr:roleh petimpahan
kerUeng&ggndari Bupati untUk nrenangpni sebagia4 uyLt$&fi
OtOnomi Daerah dan menyelenggarakan tugas pernerintarr-an

u$Ium.
6. $eisretans adalah :Selretaris Camat.
7. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub

Keearriatan.
8. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi Pada 1(ecamatan

9, selanjutnya disebut
yang

Kepala Kelurahan Yang
perangkat Kecamatan
eamat.

Bagian pada

selaku
kepada

selanjuLnya10.

peny.elenggaraan PemeriRtahan,
pernberdayaan mAsyarakat desa dan

dan

sebagai peiaksana teknis
rertentu dalarn rangka

sebagiarr urus&oPemerintah:an
daerah dan urusan Pemerintahan
Bupati sebagai pelaksana urus.an

dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi
pelal,anan publik, dan

Anggaran PendaPatan
disingkat APBD adalah

2

keiurahan.
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(3) Kecarnatan dipimpin oleh seorang Camal yang berada di l:awah

daq bertanggpngi awab kepada Bupati

Pasal 3

rnelalui,Sekretaris Dherah.

(1) Susunan orgariisasi Kecamatan terdiri atas :

a. Camat;
b. Sekretariat, membawahi :

1.' Sub B4gpan Umum dan Kepegawaian; dan
2i Sub Bqgien Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;

c. Seksi Pemerintahan;
d. ,$elcsi,Ketenharnan dan Ketertiban Umum;

e. sekgi,Pemberdayaan Nlasyarakat dan Kesojahtera4n sosial;

f. Seksi Pelayanan Umum;
g. Kelurahan; .dan

h, Kelompok Jabatan Fungsional'
(2) Se,.liretariat, dipirnpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berada di

baw"ah dan bertanggung jawab kepada Camat'
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(3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di
bawah .dan bo.rtanggungiawab kepada Camat.

(4) Masing-rnasing,Sub Bagian dipirnpin oleh l(epala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggungjar,r,ab kepada Sekretaris.

(5) Masi&g-ntasi,ng I{elurahan dipirnpin oleh Lurah yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Tugas dan Fu+gsi

Fasal 4

(1) Camat sebagaim4na dimaksud dalam Pasal 3

mempunyai tugas :

) huruf a

a,

b.
c.

d.

y'ar.Ig

Peraturan

prasan ana dan sarana

penyelenggaraan kegiatan
dilakukan oleh Perangkat D".erah di

d"an mengawasi penyelenggaras.n kegiatan Desa

darr/atau l<eiurahan;
h. rmelaksanak:an penyelesaian perrnasalahan pelayanan

,pemerintahan di wilayah, kecarnatan;
i. melalrsanakan Un;san Pemerintairan yang menjadi

kewenangan Daerah yang Lidak dilaksanakan oleh unit
kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecermatam; dan

j. nrelaksanakan tllgas laln sesuai dengan kete.ntuan
peraturan Pefllndang - undangan.

\2\ D'alarn inetraksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Geirnat mempunyai fungsi :

a. Pelak$anaan pernlrina:an Wawasan kebarlgsaan dan ketahanan
nasionai serta pengembangan kehidLrpan demokrasi;

b. Bel'ak*danaao penanganan konflik,sosial;
c. P.rdakssnaan, p.e-ngko,o-.rdioasiea pelaks44agq tuga6 antar

instqnsi p,omerintah bqik wilayah antar provinsi dan daerah;
d. pnlaksanaan peran serta ma$yqrakat dalam pereRcAnaan

pembarlgunan diwilayah kecarnatanl
e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasein serta pengevaluasian

terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah

kecarnatan;

,l



f. pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkarr-
dalam rangka pelaksanaan tugas;

g. pE1aksqnaglr pemberian fasilitasi penyusurlflr-r produk
hul.cum desa berupa per:aturan desa dan peraturan kepala
dpsa;

h, pelaksanaan pemberian fasilitasi aclministrasi tata
pprneri$t&h,&rr desa, pengelolaan keuangan de$a,
pendqy.agtuaan, as et,desa ;

i. pelaksanaan pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan
fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan
desa, dan lembaga kemasyarakatan desaL;

j. pelaksanaan pernberian
de,sa; rnerekomendasikan

fasilitasi pemilihan
penga:tgkatan

fasilitasi loliasi
pernberhentian perangkat desa;

1. pelaksanaan desa dan

data
program dan

masyarakat de sa/ kelurahan ;

dengan pendarnping desa serra
kawasan perdesaan diwilay'ah

sebagian kewenangan ),ang dirlimpahkan oleh

Bupati melalui Pelayanan Terpadu Kecamatan;
p. peJaksanaan penga\Masan dan l<oordinasi di bidang

peningkatan kinerja dan disipiin pegawtri; dan
q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

(,1) Sekre.tariat rr,rempunSrai tugas membantu Camat dalam
rnelaksanakaq peggkoordinasian penyiapan balran pen)rusunan,

penatausahaan urLlsan keUangan, urnum ctan kepegawaian, rUmah

tartgga den asgt, mengkoordinasikaan penyelenggaraAn 
, 
togry

kece;rratan serta perntrerian peiayanan teknis darr* adt'rtinistratif
kepad.a Camat dan semua unsur di lingkungan kecamatan.

(2) Untu1r melakeanakan tugas sebagaimana dirn'aksud pada ayat (1),

Sekretariat, mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penghimpunan bahan r:elaksanaan program kerja

d-Ari seksj-seksi dan sub bagian guna penyusunan laporc.n

tahuna1r;

m.

re$*fl,ilirJr*q '*

k, iielaksanaan pemberian
pembanglrnan karvasan
perenearlaan p em ban gunan
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b. Pglaksanaan pengkoordinasian penyusunan program dan
pen5re,lgnggAraan Lugas tr-rgas seksi-seksi dan sub bagian
secara terpadu;

c. Pelaksanaan pendistribusi tugas kepada seksi-seksi dan sub
bq$an ses-uai tugas dan kewenangannya;

d. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan program kegiatan
kecaqlatan;

e. petraksanaan penghimpuinan dan pengl<c.rordinasian penyusunan
data inforrnasi, evaluasi cian pelapc.lr:an penyelenggaraan
kegiatan kecamatan;

f. pelaksanaan penyelenggaraan analisa kebutuhan barang,
analisa kebuluharn pemeliharaan baran g ;

g. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan barang
dinas, in'ventarisir barang, pengamanan serta
b,arang yaa:g dikuasai oieh kecamatan;

h" pelaksarr-aan urusan administrasi rln'l
penatausahaan keu'apgan
rumah tangga,. dinas;

i. peng}lmpulan kine{a

pelaksan.*aan

1

Umum dau Kepegawaian
Pasal 6

(2)

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, ur-empunyai tugas
rnelaksanakan pelayanan adminislrasi perkantoran dan

kerumahtanggaan, Pengelolaan asset, kepegawaian,

PengUmpulan Dokumen $erta melaksar:akan tugas-tugas iain
yang dib-ertkan oleh,'$ekretaris;
Unfuk melAksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Sub'Bagian Umltm dan l(epegawaian mempunyai fungsi :

a. pelaksarraan administfasi surat yang meliputi peperimaan,
pengiriman dan pendistribusian surat;

b" pelaksanaan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan

kearsipan;
c. pelaksanaan penyiapan penyelerrggaraan lapat- rapat

dinas, perjalanan dinas, penerimaan tarnu-t&mu,
keamanan dan kebersihan lingkrrngan kantor serta
pelayanan kerumahtanggaan lainn-va

d, pelaksanaan penyiapan bahan lelaahan dan pelayanan

informasi;
e. pelaksaRaen penyiapan dan pengi<oordinasian peny'trsunan

analisis jabalan di lingkringan Kecamatan;
f. pelaksanaan penln-rsunan rencana kebutuhan barang dan

kebutuhan pemeliharaan barang;

dan urusan

j,
k.

i:,r

W
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8' pelayanan administrasi dan pelal<s4naan pengadaan,
pemeliharaan dan penclistribusian peralatan/perlengkapan
kaRtor;

h. pelaksa.raaan penatausahaan, pengaru-ar1an dan
perlindungan aset/barang milik daerah; dan

t. pelaksanaan pengr:sulan selurulr rencana kebutuhan
kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian
lainnya;

j. penyusunan laporan pertanggungjarvaban atas pelaksanaan
tug_as;

Paragraf 2
Sub Bagian Perencanaan Pelaporan dan

Keuangan
Pasal 7

(1) Sub Bagi:an Perencanaan, Keuangan
data,

pelaporan,

pada ayat
dan Ketrangan

pereReanaan
bahan clan pengkoordinasian
strategis dan perencanaan

OPD;
pengur,npuLan, pengolahan dan penyajian data

informasi OPD;

c. Pelaksanaan pengkoord.inasian pelaksanaan input data pada

systenr tnformasi perejnc4p,aan dan pe l apo.ran,, dae,qah;

d. Pelaksanaan pengumpulan bahan clan pengkoordinasian
penyusunan laporan kinerja, iaporan penyeiengggraan

peneer,intahan dan laporan pertqnggungiawaban OPD; sesuai

peraturan perundang-und.angan yang berlaku;
e. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan dan

pengumpulan pe rj anj ian kine rj a lin gkr-r p Kecamatan ;

f. Pelaksanaan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan
pengendal,i:atr pelaksanaan pro gram, l<e glataR,. dan anggaran;

dan
g. Pelaksanaan penyiapan bahan clan pengkoordinasian

penlusu:aan :rencana anggaran dan renqana perubahan
anggaran

h. pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja langsung, belanja
tidak langsung;

i. pelaksanaar,t pengkoordinasian pelaksanaan iprput data rpada

syste,m inforrrr-asi keuangan d ae rah ;

j. pelaksanaan'pengkoorctinasian penatausahaan keuartgan;
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k. pelaksanaan veriilkasi harian atars ,pertanggungiawaban
keuangan;

1. pel*s.agaan verifi,kasi kelengkapan administrasi pesrqintaan
pembayaran;

m, Pelaksanaarr penyiapan bahan dan pengkoordinasien
rekonsilisasi data keuangan secara periodik dengan BPITAD;

n, pelaksanaan penyiapan bahan monitoring realisasi
penerk--rraan dan pengeluar,an ;

o, pelaksanaan pengumpulkan bahan, rnengkoordinasikan dan
menindaklanjuti lqporan hasil pemerilcsaan ;

p. pelaksanaan pengkoordinasian dan penlnrsuxan laporan
keuaRgan; :dan

q. Pe4y$$l;lnAn laporan pertar,lggungjar.t,aban atas
tugas.

Bagian Ketiga
Seksi

(1) Seksi

pada ayat

dan pembinaan
Umum clan Deoa / KelurahaU

urusan pertanahqn dan
barang daerah yang menjadi kewenangan

pelaksanaan perryllsLlnan program dan melaksanakan
fasilitasi kqgia,tan sosial, politik, ideologi dan kesatuarr bangsa;
dan

d, penyusunan laporan pertanggungjawao-an a-tas

pelaksanaan tugas.

Bagian Koempat
Seksl Ketentraman dan Ketertiban Umup

Pasal 9

(1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum memplrnyai tugas
mCl,aksanaan pembinaan ke,tentraman clan ketertiban wilayah
serta pembinaan Potlsi Pamong Praja dan tugas lain yang

djberik.aq oleh Oamat.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat (i),

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:
&, p'elaJ*s,anfla$, p"eny.u$Unan prqgraff{I dan. penyelen$s:8Faan

pe.r,rr'bi.naan kete n traman dan keterti-ban urnunx,;

b. pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan
perryelen*gg,araan Potisi Parnong Fraj a ;

c, p$lak-SApagn penyqsunan plogralll dari pembinaan
SATLINMAS;

{2}
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d. pelaksariaan pengkoordinasian l:idang keamanan dan
ketertiban di wilayah kecamatan;

e. pelaksanaan pemantauan situasi, kondisi dan menjaga
stabilitas wilqy.ah;

f. :pelaksanaan pemantatran, per:gkoordinasian dan
pe-nggalarrg&n tugas- tugas peaanggLllaugan beneflr}a di
w,.ilay'ah,; dan

(t
b' p9nyqsunan

pelaksanaan
pertangguu&jawaban ataslaPoran

tugas,

Bagian Kelims
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahter&an Sosial

Pasal 1O

(1) Seksi Pemberdgyaan Masyarakat dan
mempunyai tugas :

a. dan

b.

dan

Kesej Sosiai

dimakeud pada ayat (1),

I(e sejahteraan Sosial

d.an

program dar: pemberdayaan kegiatan

penyusurran program dan pengawesan

kegiatan pembangunan fisik di wilayah l<ccamatan;

c. Pe.latresanaan penyusunan progranl dan pembinaarr
per:lberdayaan masyarakat;

d. Felaksanaan penJrusunan progran"l dan pembinaan
pe,les&dan tingkungan hidup;

e. Petrakeanaan pemberian fasilitasi kegiataR pemberdqyaan

perempuan, perlindungan anak dan lcesejahteraan keluarga,
lernbqga keslry.a4qyaan masyarakat;

f. Pe,Ialesanaan penyusunan program percepatan peqgentasan

kerniskinall dr wilayah kecamatan ;

g. Pelaksanaan prenyusunan program dan pelaksanaan
pejnnbtnaa.n kesejahteraan sosial, penyandang disabilitas serta
keluarga berencana;

h. PelAkeallaao penyusunan program ciar-i pemberian fasiiitasi
kegiatan kehidupan beragama;

i. Pelaksanaan penyusun program dan pembinaan upaya
poringlaatan kesej ahteraan kesehatan m asyarakat;

j. pelaksana$Ipenyusunan program dar-r pembinaan kegiatan
perididikan dasar, pendidikan infonnal, kesenian serta

kebudayaan di wilayah kecamatan;

::,.
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k; perryqsunan prOgram dqn pemirerian pela;ranao bantUan sosial

sErta penarrgarlan pengungsi korban betrcana;
l. pelalisanaan penyqsunan progralrr serta pernbinaan

,kopp,mu-daarr dan olah raga c{i wilayah kecamatan;

m. pelaksaleaan p-engkoordinasikan pelal<srtn4n p$rnberian

bau&r*n p,enterintah;
11, perryusurxan laporan pertanggungiawaban atas

pelaks:an&an tugas.

Bagian Keeaam
Seksi Pelayanan Umum

Pasal 11

(U Seksi Pelayanan Umum rnerilPunYai
wilayahunls.an pelayanan um]tlm

kecamatan, pelalranan dasar
kepada

dan pencatatan sipil,
dan prasarana
masy-a at

ay'at (1),
{21 Untuk

dan

dan penerbitan rekomendasi
sesuai dengan kewenan$an

pemberian fasilimsi pelayanan di bidang

perkreditan, pe,rikanan, pe ternakan dan kehutanan;

d. pelaksanaan pemberian fasititasi pelayanan di

industri dan usaha kecil; dan
bidang

e. penylf,sunan
peiaksanaan

taporan Pertanggungjawaban atas

tugas.

Bagian l(etqiuh
Kelurahan
Pasal 12

(1) Ke.iqrahan rnerupakan perangkat kecamatatr yang dibentuk

untirk membantu atau melaksanakan setragian tugas camat.

(2) Kelrrahan d.ipimpin oieh kepala kelurahan yang drisebut. Lulah

selaku perangkat kecamatan dan bertaaggr.rngjawab kepada

Camat.
(3) S.uslrne$ orggnisasi, tata kerja, tugas dan lungsi l(elurahan diatur

lebih lanjut,dengan Peraturan Bupati.

di
sarana
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BAB IV
KELOMPOK JABATAN FTJNGSIONAL

Paral 13

(1) Kelorr1pok Jabatan Fungsio,nal terdiri artas sejumiah tenaga
dalarn, jeni.ang jao..atan, fungsional yang terbagi dalam berbagai
keiompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiep ketrompok diplmpin oleh seorang tenaga fungsional
senioryang diangkat oleh BuPati,

(3) Jenis fungsiona I ditetapka5r oleh Bupati
beban ke rja, sesuai peraturan

(3)

dan
peruridang-undangan,

BAts II
TATA KERJA

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan Sekretaris

Camat, Kepala Sub
JabatEn
dan

dae,rah

sesuai dengan tugas

t2l organisasi wqiib mengawasi
- rnasing dan bila terjadi perryiurpangan agar

- langkah yang cliperlul<an'

peneimpin satuan organisasi bErtanggungia$rah

meRlrlnpln dan, mengkoordinasi bawahan masing - masing dan

rnernberikan
balrahatrnya.

bintbingen serta pe,tunfuk bagi pelaksanaan tugas

(4) S:etiap P9urimpin sebuah orgariisasi wajib mengikuti 'dan

mematuhi pe:tqljuk dan bertanggqngjar,vab pada atasannya

mapillg-rrasing serta menyarnpaikan laporan berkala tepat

wak&;I.
(5) Se,6iap,1aporan 1rang diterir,na oleh pirnpinan satuan o'rganisasi .dan

bawahannya w4jib diolah dan dipergr-rnakar: sebagai bahan

untuk penyusunan laporan lebih lanjut clan untuk memberikan

lebih lanjrrt drrn untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya'

(6) DalarIl rnsnyampaikan lanorll nrasing-rnasjne kepada atasan,

ternbusan laporan wajib disampaikan pr;la kepada satuan

organisasi lain yang secara fungsional rnempunlrai hubungan kerja'

berdasarkan

I
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Pasal 15

Bagan struktur organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tjdak terpisahkan dari Peraturan
Bupati iui.

BAB VI
PENGANGI(.ATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN
Pasal 16

(1) Carnat diangkat dan djberhentikan oleh,Br"rpati dari Pegawai

Sipil yang rnenrgnuhi syarat atas usul Sr:kretaris $es-ual

deng6n peraturan perundang-undangan,
(2) Sekretaris, Kepala Su:b Bagian, Lurah

diangkat dan diberhentikan oleh
yang mernenuhi syarat Daerah

sesuai dengan

Eselon IiI a atau Jabatan

Jabatan Eselon III b atau Jabakn

da"n Kepala Seksi merupakan Ji,rl:a.tan Eselon IV a atau

(4)

Jab$tor] PEngq,was,.

Kepala $u:b Bagian merupakan Jabatan Eselon IV b atau
Jabatan Pengawas.

{1)

BAB VIII
KPTENTUAN PEI{UTUP

Pasal tB

Pada,saat Peratufan Bupati Jernber ini mulai berlaku maka Peraturan
Bupati Jember Nomor 61 Tahun 2OL6 tentatrg Kedudukan, Susunan
Organisasi, T,ugas dan Fungsi Serta Tata Kerja l(ecarnatan di

Kalupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember TahUn 2015

Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak berltrl<u'

Sipil



'Pera.fir"A{l Bppati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pascl 19

4gaf, .setiap or&rig mengetahuinya, memerintahkan penguqrdangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Jernber.

..:

..-,.(:

': 1; Ditetapkan di Jember
pada tanggal I [\44ftet
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